BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR 8 TAHUN 2020

TENTANG

PENGGUNAAN DANA PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH I LA GALIGO

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

1.

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka pelayanan kesehatan bagi pasien
peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional Pada
Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah [ La Galigo, terdapat Jasa Pelayanan kepada
Pemberi Pelayanan Kesehatan, perlu mengatur
penggunaan dana pelayanan kesehatan;

bahwa Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun
2014 tentang Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan
Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah I
La Galigo Kabupaten Luwu Timur, perlu disesuaikan
dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-
undangan dan kebutuhan tenaga kesehatan dalam
pelayanan kesehatan bagi pasien peserta Program
Jaminan Kesehatan Nasional, sehingga perlu dicabut;
bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan
Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah
Sakit Umum Daerah I La Galigo;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286); ?A



10.

11.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5. Tambahan Lembaran
Negara Repubiik Indonesia Nomor 4335);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3848);
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jamininan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456) );
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5072);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor
23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia }g



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5372);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang
Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Perturan Presiden Nomor
82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014
tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan
Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 874) ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213},

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor S
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur (Lembaran
Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur
Nomor 23) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 12 Tahun 2014
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur
{Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2014
Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Luwu Timur Nomor 89);

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 11 Tahun 2013
Tata Kelola Badan Layanan Umum Rumah Sakit Umum
Daerah I La Galigo (Berita Daerah Kabupaten Luwu
Timur Tahun 2013 11). ¢8



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA

PELAYANAN KESEHATAN PROGRAM JAMINAN
KESEHATAN NASIONAL PADA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 1 LA GALIGO.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Luwu Timur.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adatah Bupati Luwu Timur.

Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Rumah Sakit Umum Daerah 1 La Galigo Kabupaten Luwu Timur yang
selanjutnya disebut RSUD I La Galigo adalah Rumah Sakit Umum milik
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang dikelola dengan Pola
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara penuh.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau unit kerja pada Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan
barang atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan,
dan dalam melaksanakan kegiatannya didasarkan pada prinsip efesiensi
dan produktivitas.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS
adalah badan yang dibentuk untuk menyelenggarakan program
Jaminan.
BAB I
PENERIMAAN

Pasal 2

Penerimaan Dana atas klaim pelayanan kesehatan bagi pasien peserta
Program Jaminan Kesehatan Nasional yakni merupakan pendapatan BLUD.

Pasal 3

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disetor ke kas
BLUD dan dikelola langsung oleh RSUD I La Galigo dan dipergunakan
untuk:

a. jasa sarana sebesar 51% (lima puluh satu perseratus); dan

b. jasa pelayanan sebesar 49% (empat puluh sembilan perseratus). a8
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Pasal 4

Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, ditetapkan
dengan Peraturan Direktur RSUD I La Galigo.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

a.

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Penggunaan Dana Pelayanan Kesehatan Program Jaminan Kesehatan
Nasional Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum
Daerah 1 La Galigo Kabupaten Luwu Timur (Berita Daerah Kabupaten
Luwu Timur Tahun 2014 Nomor 60); dan

Perturan Bupati Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Harga Jual Obat dan
Bahan Pakai Habis Serta Penggunaannya Pada Instalasi Farmasi Badan
Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah 1 La Galigo
Kabupaten Luwu Timur,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu

Timur.
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